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 Di Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat banyak industri kilang sagu 
yang beroperasi. Kilang-kilang sagu ini nantinya akan akan mengolah sagu 
menjadi tepung dan diekspor ke daerah luar. Dalam menjalankan kegiatan industri 
ini ternyata masih banyak kilang sagu yang tak memiliki izin tertulis bahkan tak 
memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang memadai serta 
pengelolaan limbah yang tidak tepat salah satunya yaitu kilang sagu yang terdapat 
di Desa Tenan Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mana limbah-limbah tersebut 
mencemari lingkungan sekitar kawasan industri seperti menimbulkan bau yang 
tidak sedap serta terjadinya perubahan warna yang membuat air sungai  menjadi 
kotor akibat masuknya material (limbah sagu) ke sungai tersebut yang 
dikarenakan kurangnya perawatan kolam penampungan yang membuat kolam 
tersebut akhir menjadi penuh dan meluap keluar akibat tumpukan tumpukan 
limbah sagu tersebut. 
  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air 
dan Pengendalian Pencemaran Air pada kilang sagu di desa Tenan Kabupaten 
Kepulauan Meranti? dan apa saja faktor penghambat dari pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah tersebut?. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air 
dan Pengendalian Pencemaran Air serta untuk mengetahui faktor penghambat dari 
pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini. Sampel yang digunakan pada penelitian ini 
adalah Random Sampling yaitu mengambil sampel dari populasi secara random 
atau acak dimana setiap individu atau setiap unit sampling dalam populasi 
mempunyai untuk mendapat kesempatan yang sama untuk diambil atau dipilah 
menjadi sampel dan Total Quota Sampling yaitu menjadikan seluruh populasi 
menjadi sampel. 
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 
Pencemaran Air di desa Tenan Kabupaten Kepulauan Meranti ini belum berjalan 
dengan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia yang mana 
Kabupaten Kepulauan Meranti masih kekurangan pegawai dan tidak memiliki 
Pejabat Pengawas lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) serta adanya ketidaktahuan 
dan kurangnya informasi oleh pihak kilang sagu. 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dari tahun 1988 
sampai 1999 dinyatakan bahwa sektor industri dianggap dapat membuka 
struktur ekonomi Indonesia dari bercorak pertanian menjadi struktur 
ekonomi yang lebih kokoh dan seimbang, sedangkan dalam GBHN tahun 
1999 dipertegas bahwa salah satu sasaran bidang pembangunan jangka 
panjang kedua adalah bidang ekonomi yang bercirikan industri kuat dan 
maju, penggunaan sumber daya alam yang optimal serta terpeliharanya 
kelestarian fungsi lingkungan hidup.
1
  
Indonesia memiliki potensi sumber daya alam terbarui (renewable 
resources) maupun sumber daya alam tak terbarui (non-renewable 
resources), memiliki sumber daya manusia baik yang cendekia maupun 
profesional, lahan untuk pendirian industri, modal, serta prasarana lainnya 
sehingga dunia industri tumbuh dan berkembang cepat untuk 
menghasilkan produk baru dan jasa pelayanan, namun di samping itu 
terjadi pula limbah industri yang akan merusak lingkungan.
2
 Padahal 
didalam undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan 
lingkungan hidup di sebutkan dalam pasal 6 ayat 1 yaitu „‟setiap orang 
                                                             
1
 Suharto, Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011)  h.1 
2 Ibid, h.2 
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berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta 
mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan’’
3
 
Limbah yang dihasilkan akibat aktivitas manusia, baik dalam 
bentuk cair, padat maupun gas, merupakan ancaman yang bila tidak 
diantisipasi secara dini dan tepat akan merupakan bencana bagi kehidupan 
di bumi. Tanah dan air tanah sebagai komponen lingkungan yang 
merupakan sumber daya alam telah mengalami akibat dari limbah yang tak 
terkelola secara semestinya, padahal banyak masyarakat  masih 
menggunakan air tanah sebagai sumber air yang utama. 
Air tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi 
manusia. Sampai saat ini air tanah masih merupakan sumber air yang 
sangat penting bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Air tanah 
mempunyai peran penting , karena mudah diperoleh dan kualitas nya 
relatif baik. Masyarakat dari negara yang kurang maju atau yang tinggal 
didaerah terpencil umumnya memanfaatkan air tanah sebagai sumber air 
untuk kehidupan sehari-hari. Masih banyak manusia yang mengandalkan 
air tanah untuk pertanian dan industri. Oleh karena itu, kualitas dan 
kuantitas air tanah menjadi penting untuk dijaga.
4
  
Seperti yang disebutkan di dalam peraturan pemerintah No. 82 
Tahun 2001 pada bagian menimbang, yaitu: 
1. Bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang 
memilki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan 
                                                             
3
 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
4
 Suprihanto Notodarmojo, Pencemaran Tanah dan Air Tanah, (Bandung: ITB, 2005) h.1 
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perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan 
umum, sehingga merupakan modal dasar dan factor utama 
pembangunan. 
2. Bahwa air merupakan komponen lingkungan hidup yang 
penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan 
makhluk hidup lainnya. 
3. Bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan 
pengelolaan kualitas air  dan pengendalian pencemaran air 
secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi 
sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis. 
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud 
dalam huruf , huruf b, huruf c serta untuk melaksanakan 
ketentuan pasal 14 ayat (2) Undag-undang Nomor 23 Tahun 




Di dalam kegiatan industri dan teknologi, air yang telah digunakan 
(air limbah industri) tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan karena 
dapat menyebabkan pencemaran. Air tersebut harus diolah terlebih dahulu 
agar mempunyai kualitas yang sama dengan kualitas air lingkungan. Jadi 
air limbah industri harus mengalami proses daur ulang sehingga dapat 
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Dalam menjalanakan suatu industri yang berdampak penting 
terhadap lingkungan dan sudah semestinya perlu memperhatikan izin 
instalasi pengolahan air limbah (IPAL) agar kondisi lingkungan sekitar 
senantiasa terjaga dan dapat berjalan dengan baik. Namun dengan semakin 
banyak berdirinya kilang sagu saat ini, ternyata masih banyak banyak 
industri kilang sagu di Kabupaten Meranti yang belum memiliki izin IPAL 
dari pemerintah, banyak kilang sagu di kabupaten kepulauan meranti yang 
terdapat kesalahan dalam pengelolaan limbah mulai dari pengelolaan 
limbah yang tidak tepat, perawatan kolam tidak ada dan kolam limbah 
dibiarkan begitu saja. Seiring waktu  kolam yang dibuat menjadi penuh 
akibat penumpukan limbah selama bertahun-tahun sehingga terjadilah 




Dengan masuk nya material (limbah sagu) ke sungai tentu saja 
menimbulkan efek dan membuat air sungai menjadi tercemar seperti bau 
busuk karena endapan limbah sagu tersebut dan juga kekeruhan yang 
mana  menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam badan air 
sehingga menyebabkan kualitas air akan menurun. Selain menyebabkan 
pendangkalan, ekositem akuatik juga akan terganggu sehingga organisme 
akuatik tidak dapat hidup dengan baik dan organisme yang untuk hidupnya 
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membutuhkan cahaya juga akan mati. Zat-zat yang ada di dalam air adalah 
zat-zat kimia terurai yang memerlukan oksigen terlarut, yang jika berada 
di perairan normal dalam waktu yang lama.
8
 
Limbah air mengakibatkan badan penerima menjadi kotor dan 
senyawa-senyawa pencemar yang terkandung membahayakan terhadap 
lingkungan. Disamping itu perubahan air menjadi kotor perubahan air 
dilapisi bahan-bahan berminyak atau bahan padatan lain yang 
menyebabkan terjadinya penutupan permukaan air.
9
  
Setiap pencemar berasal dari suatu sumber tertentu. Sumber ini 
penting, karena merupakan pilihan pertama untuk melenyapkan pencemar 
itu. Setelah pencemar ini dibebaskan oleh sumber kemudian sampai 
kepada penerima. Penerima inilah yang di pengaruhi oleh pencemar.ikan 
menjadi penerima pencemar deterjen atau racun yang masuk ke dalam 
perairan. Kadang-kadang racun itu mengendap dan tinggal lama di dalam 
dasar danau, sungai, atau laut. Timbullah misalnya dinding batu kapur 
yang berasal dari asam sulfat yang bereaksi.
10
 Hal ini tidak hanya 
merugikan ekositem di sungai akan tetapi juga merugikan pihak 
masyarakat sekitar yang berada di lingkungan kilang sagu tersebut. Salah 
satu nya mereka tidak dapat memanfaat kan laut/sungai tersebut.
11
 
                                                             
8 Soedarto, lingkungan dan kesehatan, (Jakarta: Sagung Aeto, 2013) h.26-27 
9 Perdana Ginting, sistem pengelolaan lingkungan dan limbah industry, (Bandung: Yrama Widya, 
2007) h.31 
10






Sudah seharusnya izin ini wajib dimiliki bagi setiap pelaku industri 
tertentu. Sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan kualitas air dan Pengendalian 
Pencemaran Air, yang mana pada pasal 40 ayat 1 berbunyi „‟setiap usaha 
atau kegiatan yang akan membuang limbah ke air atau sumber air wajib 
mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota‟‟ 
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 
meneliti dengan judul ‘’PELAKSANAAN PERATURAN 
PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG 
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN 
PENCEMARAN AIR (STUDI KASUS KILANG SAGU DI DESA 
TENAN KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN 
KEPULAUAN MERANTI)’’ 
 
B. Batasan Masalah. 
Berhubungan dengan latar belakang diatas agar pembahasan ini 
lebih terarah dan menghindari agar tidak menyimpang dari topik yang 
dipersoalkan, maka dengan ini penulis membatasi pembahasan ini hanya 
pada pelaksanaan dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam 
pelaksanaan pengelolaan limbah sagu terhadap kilang sagu diwilayah desa 
Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti 
berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 
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C. Rumusan Masalah. 
Dengan adanya latar belakang diatas maka dapatlah dirumuskan 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 
2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian 
pencemaran air (pada kilang sagu Desa Tenan Kecamatan 
Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti) ? 
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan peraturan pemerintah 
Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan 
pengendalian pencemaran air (Pada kilang sagu Desa Tenan 
Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan 
Meranti) ? 
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian. 
a. Tujuan Penelitian. 
 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian 
yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 82 
Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian 
pencemaran air (Pada kilang sagu Desa Tenan Kecamatan Tebing 
Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti). 
b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan peraturan 
pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air 
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dan pengendalian pencemaran air (Pada kilang sagu Desa Tenan 
Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti). 
b. Kegunaan Penelitian. 
 Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 
a. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang peraturan 
pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air 
dan pengendalian pencemaran air (studi kasus kilang sagu Desa 
Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan 
Meranti). 
b. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana 
hukum pada jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syari`ah dan Ilmu 
Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
E. Metode Penelitian. 
  Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: 
a. Jenis dan Sifat Penelitian. 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum 
sosiologis, dimana penuis secara langsung turun ke lapangan untuk 
melakukan observasi mencari data yang diperlukan.
12
 Sifat 
penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian 
yang peneliti lakukan ini, dengan memberikan gambaran dan uraian 
pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami, dengan 
cara menitik beratkan pada penelitian lapangan secara meyeluruh, 
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 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), cet ke-12, h.14 
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sistematis, dan akurat, serta ditunjang dengan penelitian 
kepustakaan / peraturan yang dimaksudkan untuk melengkapi data-
data yang diperoleh. 
b. Lokasi Penelitian. 
 Penelitian ini dilakukan Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Kepulauan Meranti dan kilang sagu di desa Tenan 
Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun alasan penulis melakukan 
penelitian pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan 
Meranti adalah karena adanya masalah tentang izin pengelolaan limbah 
kilang sagu di desa Tenan kecamatan tebing tinggi kabupaten 
kepulauan meranti berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 
2001. 
c. Subjek dan Objek Penelitian. 
 Subjek penelitian ini adalah Seksi pencemaran dan kerusakan 
lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan 
Meranti, pemilik kilang sagu, pekerja kilang sagu, dan warga desa 
Tenan Kabupaten Kepulauan Meranti. Objek penelitian ini adalah 
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. 
d. Populasi dan Sampel. 
a. Populasi. 
Keseluruhan unit atau manusia dapat juga berbentuk gejala atau 
peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas 
10 
 
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 
dan kemudian ditarik kesimpulannya.
13
  
Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang Seksi pencemaran dan 
kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Meranti, 1 
orang pemilik kilang sagu di desa Tenan, 15 orang pekerja kilang sagu 
di Desa tenan dan 550 orang warga dusun 1 Desa Tenan Kecamatan 
Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. 
 
b. Sampel. 
 Adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat 
yang sama dari obyek merupakan sumber data untuk penelitian.
14
 
Sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan subjek penelitian 
yang mempermudah penelitian ini. Metode pengambilan sampel pada 
penelitian ini adalah Random Sampling, mengambil sampel dari 
populasi secara random atau acak dimana setiap individu atau setiap 
unit sampling dalam populasi mempunyai untuk mendapat kesempatan 
yang sama untuk diambil atau dipilah menjadi sampel,
15
 dan Total 
Quota Sampling, yaitu menjadikan seluruh populasi menjadi sampel.  
Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Seksi Pencemaran dan 
Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Meranti, 1 
orang pemilik kilang sagu di desa Tenan, 15 orang pekerja kilang sagu 
                                                             
13 Sugiyono, Metode Penelitin Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 215 
14 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 
PT.Rineka Cipta, 2011) h. 23 
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di desa tenan kecamatan tebing tinggi barat kabupaten kepulauan 
meranti dan 275 orang warga dusun 1 Desa Tenan Kecamatan Tebing 
Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. 
 
Tabel 1.1 
Populasi dan Sampel 
 









1 1 100% 




1 1 100% 




15 15 100% 
4 Masyarakat 
dusun 1 desa 
Tenan Kab. 
Meranti 
550 275 50% 
 
   
e. Data dan Sumber Data. 
 Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:  
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a. Data Primer. 
 Data primer yaitu merupakan data atau keterangan yang diperoleh 
dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun 
laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah 
oleh peneliti.
16
 Pada penelitian ini data primer yang di dapat penulis 
yaitu berasal dari responden secara langsung dengan menggunakan 
alat pengumpul data berupa wawancara berkaitan dengan kilang 
sagu di Desa Tenan Kabupaten Kepulauan Meranti. 
b. Data Sekunder. 
 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil 
penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-
undangan.
17
 Adapun data sekunder dari penelitian ini yaitu 
diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data 
primer seperti buku-buku tentang hukum, jurnal dan peraturan-
peraturan yang berkaitan dengan kilang sagu. 
c. Data Tersier. 
 Data tersier adalah yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
terhadap data primer dan maupun sekunder, misalnya, kamus 





                                                             
16
 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) cet ke-6, h. 175. 
17
 Ibid. 
18 Soerjono Soekanto, loc. cit,h. 13. 
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f. Teknik Pengumpulan Data. 
 Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 
a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung, terhadap 
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (studi 
kasus kilang sagu di Desa Tenan Kabupaten Kepulauan Meranti). 
b. Wawancara, adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, 
ketika seseorng, yakni pewawancra mengajukan pertanyaan yang 
yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan 
dengan masalah penelitian kepada seseorang responden .
19
 
c. Angket, yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 
membagikan atau menyebarkan daftar pertanyaan yang dibuat 
secara sistematis yang berhubungan dengan masalah dalam 
penelitian. Yang mana jawaban didapat dari responden adalah data 
yang dibutuhkan oleh penulis. 
d. Studi Pustaka, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang 
ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti. 
g. Analisis Data. 
 Analisis data dalam penelitian ini adalah secara analisis deskriptif. 
Analisis deskriptif adalah menggambarkan karakteristik suatu fenomena 
yang menjadi perhatian khusus dalam penelitian.
20
 Dalam hal ini 
                                                             
19 Amiruddin dan Zainal Asakin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2004) h.82. 
20




penulis menganalisis fakta-fakta dan data-data dalam pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan 
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (studi kasus kilang sagu 
di Desa Tenan Kabupaten Kepulauan Meranti) yang kemudian 
dihubungkan dengan teori-teori dan aturan-aturan yang ada, sehingga 
tercapai kesimpulan akhir. 
 
F. Sistematika Penulisan. 
 Sistematika penulisan slripsi ini adalah: 
BAB I : PENDAHULUAN. 
 Yaitu berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 
dan sistematika penulisan. 
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. 
 Pada bab ini berisi tentang sejarah dan kondisi geografis 
Kabupaten Meranti, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 
Meranti, susunan organisasi dan tugas pokok dan fungsi Badan 
Lingkungan Hidup, sejarah dan tujuan berdirinya kilang sagu. Di 
desa Tenan Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat sebuah kilang 
sagu yang mana kilang sagu ini merupakan suatu lapangan kerja 
bagi warga lokal. Kilang sagu ini setidak nya memiliki 15 orang 
karyawan yang bergerak dalam mengolah batang sagu (tual) 
15 
 
menjadi tepung sagu yang mana tepung sagu ini nanti nya di 
ekspor di daerah luar Kabupaten Meranti. 
BAB III : TINJAUAN PUSTAKA. 
 Berisi tentang kajian teoritis, yang menyangkut tentang 
lingkungan serta wewenang pemerintah daerah dan peraturan 
perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 
tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran 
air). 
BAB IV : PEMBAHASAN. 
 Berisi tentang hasil penelitian yang terdiri atas pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2002 dan faktor 
penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 
Tahun 2001 di Desa Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat 
Kabupaten Kepulauan Meranti. 
BAB V : PENUTUP. 











GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  
 
A. Kabupaten Kepulauan Meranti. 
1. Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti. 
 
Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten 
Bengkalis yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum 
berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 
2009 yang mulai diberlakukan pada tanggal 16 Januari 2009. Dengan 
memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, 
kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, social budaya, 
pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume 
kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten 
Bengkalis, dipandang perlu membentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di wilayah 
provinsi Riau, dengan membentuk undang-undang tentang pembentukan 
Kabupaten Kepulauan Meranti di provinsi Riau.
21
 
Dasar hukum undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang 
pemebentukan Kabupaten Kepulauan Meranti ini adalah sebagai berikut. 
a. Pasal 18, pasal 18A, pasal 20 dan pasal 21 Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 





b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah 
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera 
Tengah. 
c. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-
undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah 
Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai 
undang-undang. 
d. undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 
  
Dalam undang-undang ini diatur tentang pembentukan Kabupaten 
Kepulauan Meranti yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang 
mana terdiri dari sembilan kecamatan yaitu, Kecamatan Tebing Tinggi, 
Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kecamatan 
Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kecamatan 
Merbau, kecamatan Pulau merbau, dan Kecamatan Tasik Putri Puyu.
22
 
2. Kondisi Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti. 
Secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat 
antara sekitar 0° 42' 30" - 1° 28' 0" LU, dan 102° 12' 0" - 103° 10' 0" BT, dan 
terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatra, dengan pesisir pantai yang 





berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga 
Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-
GT ) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free 
Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun.Dalam rangka memanfaatkan 
peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi 
wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka 
wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai 
Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungan 
dengan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk 
melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai 
kota Pusat Kegiatan Strategis Negara yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan 
negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri. Luas kabupaten 
Kepulauan Meranti : 3707,84 km², sedangkan luas kota Selatpanjang adalah 
45,44 km². Batas-batas wilayah kabupaten Kepulauan Meranti yaitu, bagian Utara 
(Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis), Bagian Timur (Kabupaten Karimun dan 
Provinsi Kepulauan Riau), Bagian Selatan (Kabupaten Siak dan Kabupaten 




B. Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Desa Tenan. 
1. Kecamatan Tebing Tinggi Barat. 






Tebing Tinggi Barat adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kepulauan 
Meranti, Riau, Indonesia. Ber-ibukota di Alai. Keadaan Geografi Kecamatan 
Tebing Tinggi Barat sebagai berikut. 
a. Utara : Kec. pulau Merbau dan Kec. Rangsang Barat. 
b. Selatan : Kabupaten Siak. 
c. Barat : Kecamatan Merbau dan Kabupaten Siak. 
d. Timur : Kecamatan Tebing Tinggi. 
Kecamatan Tebing Tinggi Barat Terdiri 12 desa : 
a. Desa Mekong. 
b. Desa Insit. 
c. Desa Batang Malas. 
d. Desa Tenan. 
e. Desa Kundur. 
f. Desa Tanjung Peranap. 
g. Desa Tanjung. 
h. Desa Alai. 
i. Desa Maini Darul Ama. 
j. Desa Mengkikip. 
k. Desa Alai Selatan. 
l. Desa Tanjung Darul Takzim. 
m. desa gogok Darussalam.24 





Jumlah penduduk di Kecamatan tebing tinggi barat berjumlah 15.126 orang, 
terdiri dari laki-laki 7.849 orang dan perempuan 7.277 orang. Jumlah keluarga di 
kecamatan Tebing Tinggi Barat ada 3.447 keluarga. Adapun sektor di bidang 
pertanian di Keacamatan Tebing Tinggi Barat yaitu : 
a. Tanaman pangan, Produksi tanaman bahan makanan dikecamatan tebing 
tinggi barat jagung 10,05 ton; ketela rambat 23,25 ton; ketela pohon 50,80 
ton.  
b. Perkebunan, Luas area tanaman perkebunan rakyat dikecamatan tebing 
tinggi barat yaitu untuk tanaman karet 2.972 ha ; kelapa 856 ha; sagu 
2.573 ha; sedangkan Produksi tanaman perkebunan rakyat diantaranya 
karet 8.193 ton ; kelapa 645 ton; sagu 26.262 ton.
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2. Desa Tenan. 
Awal mula terbentuknya Desa Tenan pada tahun 1961 dan terletak di 
Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi 
Riau. Pemerintahan Desa Tenan dahulu di pimpin oleh penghulu, lalu seiring 
waktu nama penghulu di ubah menjadi Kepala Desa. Desa Tenan dahulu nya 
dipimpin oleh penghulu pada tahun 1940 yang bernama Boduk. Selanjutnya tahun 
2009 - Sekarang di pimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Samsi. 
Desa Tenan memiliki 3 suku, yaitu : Suku akit (suku asli desa tenan), Suku 
Melayu, dan Suku Jawa. Pekerjaan masyarakat tenan antata lain, Berkebun, 
Nelayan, dan Pengerajin Seni. Desa Tenan terdiri dari 3 dusun, dusun I Jukrah, 




dusun II Sukajadi dan dusun III Tenggayun. Luas wilayah desa tenan 7.350 ha 
yang di batasi sebelah Utara desa batang malas, sebelah selatan desa Tanjung, 
sebelah barat desa kundur dan desa Tanjung peranap, sebelah timur desa Tanjung 
dan desa maini darul aman.
26
   
 
B. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. 
1. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup. 
 Secara kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup merupakan satuan kerja 
perangkat yang yang mengemban sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang 
lingkungan hidup. Kantor Lingkungan Hidup berdiri pada tahun 2008. Pada tahun 
2011 berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup. Kemudian pada tahun 2017 
Badan Lingkungan Hidup berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup yang 
beralamat di Jalan Pembangunan 1 Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti.  
2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup. 
 Dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang 
dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dinas 
Lingkunagn Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti telah merumuskan Visi dan 




Visi :  








Mewujudkan Kepulauan Meranti sebagai kawasan yang berwawasan 
lingkungan. 
Misi : 
1. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan 
perusakan lingkungan. 
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang proaktif di bidang 
lingkungan hidup. 
3. Menciptakan kota bersih, indah, nyaman dan asri. 
4. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam. 
Pencapaian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari 
pernyataan Visi dan Misi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan 
Meranti yang di rumuskan sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan 
pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah. 
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan. 
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. 




3. Struktur Organisasi. 





PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI 
NOMOR 84 TAHUN 2018   
TENTANG 
KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
POKOK FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP  

















Drs. SAID ASMARUDDIN, MM 
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c  
NIP 19611231 198010 1 002 
 
KASUBBAG 
UMUM,KEPEGAWAIAN DAN PROGRAM 
 
ANDI SAPUTRA, ST 
PENATA III/c 




AFIFUDIN, ST, MT 
PEMBINA IV/a 
19720213 200212 1 002 
KASUBBAG 
KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN 
 
FAJRI SURYANI, SE 
PENATA III/c 
19820903 201001 2 028 
BIDANG 
KEBERSIHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS 
LINGKUNGAN  
HUSNI MUBARAK, S.Ag 
PENATA III/c 
19760410 200701 1 003 
SEKSI 
PENGELOLAAN KEBERSIHAN  
ARIFIN AHMAD, S.Pd 
PENATA III/c 
19710105 200604 1 007 
 
SEKSI 
  PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 
ABDUL RAHMAN.H 
PENATA TK I III/d 
19611107 198709 1 001 
BIDANG 
RUANG TERBUKA HIJAU 
drg. ELENIS ELEMITA, M.KES 
PEMBINA IV/a 






PENATA TK. I III/d 









   PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN  
SYAHROL, S.Si 
PENATA MUDA TK I III/b 
19850108 201407 1 001 
 
 BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN 
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 
KHAIRUL, S.AP 
PENATA III/c 
19690927 198912 1 001 
SEKSI 
PENINGKATAN KAPASITAS DAN   
PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP 
SUNARDI, S.Pd 
PENATA TK I III/d 




TENGKU M.FADLI, S.Hut 
PENATA III/c 
19800306 201001 1 017 
SEKSI 
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP 
 
SRI QONITAH MALANI, SE 
PENATA MUDA TK I III/b 
19781229 201001 2 017 
 
SEKSI 
PERENCANAAN DAN KAJIAN DAMPAK 
LINGKUNGAN   
IRMA SURAYA, ST 
PENATA MUDA TK I III/b 




4. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup. 
 Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup terdapat dalam Peraturan 
Bupati Kepulauan Meranti Nomor 37 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan 
organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut: 
1. Kepala Dinas. 
Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang 
ditugaskan kepada daerah kabupaten pada bidang lingkungan hidup 
menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, 
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan 






Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang-bidang 
perumusan, umum, kepegawaian, perencanaan program, evaluasi, pelaporan dan 
administrasi keuangan dan perlengkapan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas 
pokok menyelenggarakan fungsi: 
a. Membuat rencana kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai 
pedoman kerja. 
b. Menyusun rencana dan program kegiatan kesektariatan. 





c. Melaksanakan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang 
meliputi umum, kepegawaian, program, keuangan dan perlengkapan. 
d. Melaksanakan pengawasan urusan keuangan dengan meliputi laporan 
yang dibuat oleh akuntan agar pengeluaran anggaran sesuai rencana. 
e. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi 
dan pelaporan kegiatan dinas. 
f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang 
langkah-langkah atau tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya. 
g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.30 
 
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. 
Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 
mempunyai tugas pengelolaan dan pengendalian terhadap pencemaran dan 
kerusakan lingkungan hidup menjalankan tugas dan kewajibannya 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institunsi. 
b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan 
laut. 
c. Penentuan baku mutu lingkungan. 
d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, 
pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non 
institusi. 




e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, 
rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi. 
f. Penentuan baku mutu sumber pencemar. 
g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan 
pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingungan 
kepada masyarakat. 
h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi 
dan non institusi. 
i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non 
institusi 
j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi 
sumber pencemar institusi dan non institusi. 
k. Penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium 
lingkungan). 
l. Penetuan kriteria baku kerusakan lingkungan. 
m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan. 
n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian 
serta penghentian) kerusakan lingkungan. 
o. Pelasanaan pemulihan (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi, dan 
restorasi) kerusakan lingkungan. 
p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam. 
q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam.31 




r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. 
s. Pelaksanaan pancangan sumber daya alam. 
t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 
u. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK. 
v. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati. 
w. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan 
berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati. 
x. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman 
hayati. 
y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati. 
z. Pengembangan informasi dan pengelolaan database keanekaragaman 
hayati. 
Susunan organisasi bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup terdiri dari : 
a. seksi pencemaran lingkungan. 
b. Seksi kerusakan lingkungan. 
c. Seksi pemeliharaan lingkungan hidup.32 
Seksi pencemaran lingkungan mempunyai tugas pemantauan terhadap 
sumber pencemar dan pengendalian terhadap pencemaran institusi dan non 
institusi memiliki tugas: 
a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi. 
b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah dan pesisir laut. 




c. Penentuan baku mutu lingkungan. 
d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (peemberian informasi, 
pengisolasian, serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non 
institusi. 
e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, 
rehabilitasi, dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi. 
f. Penentuan baku mutu sumber pencemar. 
g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan 
pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan 
kepada masyarakat. 
h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi 
dan non institusi  
i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non 
institusi. 
j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi 
sumber pencemaran institusi dan non institusi. 




Seksi kerusakan lingkungan mempunyai tugas pengendalian dan 
pemulihan terhadap kerusakan lingkungan memiliki tugas: 
a. Penetuan kriteria baku kerusakan lingkungan. 
b. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan. 




c. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian 
serrta penghentian) kerusakan lingkungan. 
d. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi, dan 
restorasi) kerusakan lingkungan. 
Seksi pemeliharaan lingkungan hidup mempunyai tugas pemeliharaan dan 
pelestarian terhadap sumber daya alam. Keanekaragaman hayati serta adaptasi 
mitigasi perubahan iklim. Adapaun tugas seksi pemeliharaan lingkungan hidup 
terdiri dari: 
a. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam. 
b. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam. 
c. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam. 
d. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam. 
e. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 
f. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK. 
g. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati. 
h. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan 
berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati. 
i. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman 
hayati. 
j. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati. 








4. Unit Pelaksanaan Teknis Data. 
Pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk unit pelaksana teknisi 
(UPTD). 
4.Kelompok Jabatan Fungsional. 
 Mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Dinas Lingkungan 























TINJAUAN PUSTAKA  
A. Pengertian Pelaksanaan. 
Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 
yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya 
dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana 
pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan 
pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa 
Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.
36
 
Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli. 
a) Menurut Westra. 
pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk 
melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan 
dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang 
diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya 
dan kapan waktu dimulainya.  
b) Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo. 
Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian 
kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka 
kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek. 
c) Siagian S.P. 
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mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan 
proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, 
sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai 
tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.  
d)  Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 
 Merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau 





B. Hukum Lingkungan. 
      1. Pengertian Hukum Lingkungan. 
Rodgers Jr, seorang serjana di Amerika Serikat, berpendapat bahwa 
hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari bidang-bidang kajian atau disiplin 
lain dalam ilmu hukum. Menurut Rodgers Jr, hukum lingkungan berkaitan dengan 
hukum admnistrasi negara, tanggung gugat perdata, dan hukum pidana.
38
 
Siti Sunardi Rangkuti menyatakan hukum lingkungan adalah hukum yang 
mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya 
yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang ternuat dalam hukum 
lingkungan merupakan sanksi-sanksi yang telah diatur sebelumnya dalam hukum 
perdata, hukum pidana, serta hukum administrasi. Bisa disimpulkan Siti Sunardi 
menyatakan hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang 
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33 
 
berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta 
mendapat disebut “hukum” yang mengatur tatanan lingkungan hidup.
39
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, disana menjelaskan lingkungan hidup adalah 
kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 
termasuk manusia dan perlikunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 
kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
40
 
     2. Perusakkan Lingkungan. 
Perusakkan Lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat 
dibagi menjadi dua: 
a. Perbuatan Manusia. 
Berdasarkan sudut pandang pandang sarjana, maka setidaknya ada lima faktor 
yang melatarbelakangi timbulnya masalah-masalah lingkungan yang diakibatkan 




    Barry Comonner (1973) dalam bukunya “the Closing Circle” melihat bahwa 
teknologi merupakan sumber terjadinya masalah-masalah lingkungan. Terjadinya 
revolusi di bidang Ilmu Pengetahuan Alam misalnya fisika dan kimia, yang terjadi 
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selama lima puluh terakhir, telah mendorong perubahan-perubahan besar di 
bidang teknologi, dan menimbulkan berbagai pencemaran lingkungan seperti, 
pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. 
a. Pencemaran Air. 
            Di dalam tata kehidupan manusia, air banyak memegang peranan penting 
antara lain untuk minum, memasak, mencuci dan mandi. Di samping itu air juga 
banyak digunakan untuk mengairi sawah, ladang, industry dan masih banyak lagi. 
Tindakan manusia dalam pemenuhan kegiatan sehari-hari, secara tidak sengaja 
telah menambah jumlah bahan anorganik pada perairan dan mencemari air. 
Misalnya, pembuangan detergen ke perairan dapat berakibat buruk terhadap 
organisme yang ada diperairan. 
           Pemupukan tanah persawahan dengan pupuk buatan, kemudian masuk ke 
perairan akan menyebabkan pertumbuhan air yang tidak terkendali yang disebut 
eutrofikasi atau blooming. Beberapa jenis tumbuhan seperti alga, paku air dan 
eceng gondok akan tumbuh subur dan menutupi permukaan perairan sehingga 
cahaya matahari tidak menembus sampai dasar perairan.
42
 
           Akibatnya, tumbuhan yang ada di bawah permukaan tidak dapat 
berfotosintesis sehingga kadar oksigen yang terlarut di dalam air menjadi 
berkurang. Bahan-bahan kimia lain seperti pestisida atau DDT (Dikloro 
Trikloroetana) yang sering digunakan petani untuk memberantas hama tanaman 
juga dapat berakibat buruk terhadap tanaman dan organisme lainnya. Apabila 
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didalam ekosistem perairan terjadi pencemaran DDT atau pestisida, akan terjadi 
aliran DDT. 
b. Pencemaran Tanah. 
            Tanah merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan mahluk 
hidup lainnya termasuk manusia. Kualitas tanah dapat berkurang akibat proses 
erosi oleh air yang mengalir sehingga kesuburannya akan berkurang. Selain itu, 
menurunnya kualitas tanah juga dapat disebabkan limbah padat yang mencemari 
tanah. Menurut sumbernya, limbah padat dapat berasal dari sampah rumah tangga 
(domestik), industri dan alam (tumbuhan). Adapun menurut jenisnya, sampah 
dapat dibedakan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik 
berasal dari sisa-sisa mahluk hidup seperti, dedaunan, bangkai binatang, dan 
kertas. Adapun sampah anorganik biasanya berasal dari limbah industri, seperti 
plastik, logam dan kaleng. Sampah organik pada umumnya mudah dihancurkan 
dan dibusukkan oleh mikroorganisme didalam tanah. Adapun sampah anorganik 
tidak mudah hancur sehingga dapat menurunkan kualitas tanah.
43
 
c. Pencemaran Udara. 
            Udara dapat dikatakan tercemar jika  udara tersebut mengandung unsur-
unsur yang mengotori udara.  Pencemar udara berbentuk partikel cair atau padat. 
Partikel dalam bentuk cair berupa titik-titik air atau kabut. Kabut dapat 
menyebabkan sesak nafas jika terhisap ke dalam paru-paru. Sedangkan partikel 
dalam bentuk padat berupa debu atau abu vulkanik. Selain itu, dapat juga berasal 
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dari mahluk hidup, misalnya bakteri, spora, virus, serbuk sari, atau serangga-
serangga yang telah mati. Partikel-partikel tersebut merupakan sumber penyakit 
yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Partikel yang mencemari udara juga 
dapat berasal dari pembakaran bensin. Bensin yang digunakan dalam kendaraan 
bermotor biasanya dicampur dengan senyawa timbal agar pembakarannya cepat 
dan mesin berjalan lebih sempurna.
44
 
2) Pertumbuhan Penduduk. 
    Ehrilich dan Holdren menekankan, bahwa pertumbuham- pertumbuhan 
penduduk dan perningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap 
penurunan kualitas lingkungan. Mereka menunjukkan beberapa contoh, yakni 
terjadinya gurun pasir di lembah Sungai Euprhate dan Sungai Tigris, yang pada 
zaman sebelum Masehi terkenal sebagai kawasan subur. Terjadinya kerusakan 
pada kawasan yang semula subur itu disebabkan oleh system irigasi yang gagal 
dan pembukaan lahan yang terus-menerus akibat pertumbuhan penduduk sehingga 
semakin luas lahan pertanian beradasarkan sistem irigasi. 
     Di kawasan-kawasan yang curah hujannya rendah kegagalan pengelolaan 
irigasi sering kali menimbulkan masalah–masalah lingkungan hidup yang serius, 
yaitu terjadinya masalah salinisasi (peningkatan kandungan garam di tanah), 
kekeringan air irigasi sangat potensial menyebabkan terjadinya gurun pasir. 
3) Motif Ekonomi 
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     Hardin (1977) dalam karya tulisnya, “The Tragedy of the Commons” melihat 
bahwa alasan-alasan ekonomi yang sering kali menggerakan perilaku manusia 
atau keputusan-keputusan yang diambil ahli oleh manusia secara perorangan 
maupun dalam kelompok, terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan 
common property. Common property adalah sumber-sumber daya alam yang 
tidak menjadi hak perorangan, tetapi setiap orang dapat menggunakan atau 
memanfaatkannya untuk kepentingan masing-masing. 
     Common property itu meliputi sungai, padang rumput, udara, laut, karena 
sumber daya itu dapat dan bebas untuk dimanfaatkan oleh setiap orang memenuhi 
kebutuhannya masing-masing, maka setiap orang berusaha dan berlomba-lomba 
untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya semaksimal mungkin 
guna memperoleh keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya. 
b. Bencana Alam. 
     Hampir disetiap wilayah di belahan bumi ini pernah terjadi bencana alam, 
bencana itu sendiri dapat terjadi karena proses alam yang berasal dari perut bumi 
atau pada permukaann bumi. Bencana alam dapat mengubah tata kehidupan 
manusia disekitarnya, misalnya Gunung Meletus. Gunung merapi yang meletus 
dapat dilihat dari segi negatifnya merusak lingkungan, karena lahar panas dapat 
membakar dan menghancurkan kehidupan disekitarnya.
45
 
     Rusaknya lingkungan hidup sebagai akibat bencana alam dapat mempengaruhi 
kehidupan dalam jangkauan ke depan. Pembangunan yang telah direncanakan 
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untuk memperbaiki tatanan maupun system kehidupan tidak terlaksana, 
mengingat foundamen yang dijadikan pendukung tidak dapat diharapkan kembali, 
yang berati harus menetapkan kebijaksanaan baru.
46
 
     3. Keputusan AMDAL. 
Keputusan Badan atau Pejabat yang menetapkan kelayakan atau 
ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya dari tinjauan 
kontitusi, maka dapat dijelaskan bahwa hal itu termasuk tugas dari negara dalam 
rangka memajukan kesejahteraan umum melalui penetapan kelayakan atau 
ketidaklayakan lingkungan lingkungan terhadap dokumen Amdal yang diajukan. 
Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 disebutkan ”Setiap orang berhak 
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
47
 
Dengan demikian persoalan hak atas lingkungan merupakan hak asasi yang sudah 
dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. 
Sehingga apapun keputusan Badan atau Pejabat dalam kaitannya dengan 
kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan harus dalam mendukung hak asasi 
untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Ada beberapa faktor yang 
menyebabkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau 
kegiatan menjadi batal, faktor-faktor tersebut adalah: 
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a. Pemrakarsa mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau 
bahan baku dan/atau bahan penolong. Perubahan desain dan/atau proses 
dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong bagi usaha 
dan/atau kegiatan akan menimbulkan dampak besar dan penting yang berbeda. 
b. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa 
alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan 
yang bersangkutan dilaksanakan. Terjadinya perubahan lingkungan hidup 
secara mendasar berarti hilangnya atau berubahnya rona lingkungan hidup 
awal yang menjadi dasar penyusunan Amdal.
48
 
C. Pengelolaan Kualitas Air. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas 
air dan Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dalam pasal 1 ayat (3) yaitu 
Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas 




 Mutu air adalah suatu kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji 
berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku
50
. Klasifikasi mutu air ditetapkan 
menjadi 4 (empat) kelas : 
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1. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air 
minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang 
sama dengan kegunaan tersebut; 
2. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk 
prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, 
air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang 
mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; 
3. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan 
ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan atau 
peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan 
kegunaan tersebut; 
4. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi 
pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air 
yang sama dengan kegunaan tersebut.
51
 
Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau 
komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang 
keberadaannya di dalam air. Tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi 
cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan 
membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan disebut status mutu air. 
Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan : 
1. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air; 
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2. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.52 
Adapun wewenang pemerintah terhadap pengelolaan kualitas air ini adalah 
sebagai berikut. 
1. Pemerintah melakukan pengelolaan kualitas air lintas propinsi dan atau 
lintas batas negara. 
2. Pemerintah Propinsi mengkoordinasikan pengelolaan kualitas air lintas 
Kabupaten/Kota. 




D. Pengendalian Pencemaran Air. 
Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, 
energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga 
kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat 
berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Kemampuan air pada suatu sumber air, 
untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut 
menjadi cemar disebut daya tampung beban pencemaran . Air limbah adalah sisa 
dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Sedangkan baku 
mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah 
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unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan 
dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
54
 
Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan 
penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin 
kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
55
 Adapun wewenang pemerintah 
terhadap pengendalian pencemaran air ini adalah sebagai berikut. 
     1. Pemerintah melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang 
lintas Propinsi dan atau lintas batas negara.  
     2. Pemerintah Propinsi melakukan pengendalian pencemaan air pada sumber 
air yang lintas Kabupaten/Kota.  
     3. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian pencemaran air pada 
sumber air yang berada pada Kabupaten/Kota.
56
 
  Adapun cara pengendalian pencemaran air yang dilakukan pemerintah 
adalah sebagai berikut.  
a. Menetapkan daya tampung beban pencemaran. 
b. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran. 
c. Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah. 
d. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 




 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001,Op.Cit,  Pasal  1 ayat 4. 
56 Ibid, pasal 18. 
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e. Memantau kualitas air pada sumber air. 
f. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.57 
E. Peraturan Perundang-undangan.  
    1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan 
Lingkungan hidup. 
   Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk 
melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan 
penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, 
pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.
58
  
   Setiap usaha industri sudah seharusmya memiliki suatu izin 
tertentu seperti yang di maksud dalam pasal 18 Ayat 1 yang berbunyi 
„’Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan 
penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai 




    2.  Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan 
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 
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   Setiap pelaku usaha industri yang memiliki dampak terhadap 
lingkungan sudah semestinya memiliki izin dari pemerintah sebagaimana 
yang tercantum didalam pasal 40 ayat 1 yang berbunyi „‟Setiap usaha dan 
atau kegiatan yang akan membuang limbah ke air atau sumber air wajib 

















                                                             




KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut. 
1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Desa 
Tenan Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan dengan baik 
karena terdapat kawasan industri sagu yang masih membuang limbah 
sagu ke laut/sungai dan tak memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air 
Limbah) yang kurang memadai serta kilang sagu tersebut belum 
memiliki izin seperti yang tertera pada pasal 40 ayat 1 yang berbunyi 
„‟setiap usaha atau kegiatan yang akan membuang limbah ke air atau 
sumber air wajib mendapat izin tertulis dari bupati/walikota’’.  
2. Faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 
Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 
Pencemaran Air di Desa Tenan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu 
karena keterbatasan sumber daya manusia, karena Kabupaten 
Kepulauan Meranti kekurangan pegawai dan juga tidak memiliki 
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Dan faktor 
penghambat lainnya adalah ketidaktahuan pelaku usaha kilang sagu 





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh agar 
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang 
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Desa 
Tenan Kabupaten Kepulauan Meranti terlaksana dengan baik, maka 
peneliti memberi saran sebagai berikut. 
1. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti 
agar ditingkatkan lagi sosialisasi peraturan pemerintah ini kepada 
masyarakat supaya dapat menimbulkan kesadaran akan hukum dan 
bisa berpartisipasi dalam mencapai tujuan dari pertauran ini. 
2. Diharapkan kepada pelaku usaha kilang sagu agar senantiasa 
memperhatikan prosedur-prosedur hukum yang berlaku sebelum 
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